


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUKUM ASURANSI 

 

Tim Penulis: 

Sella Petrix Pelupessy, S.H., M.H .  

Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H.  

Dudi Mulyadi, S.H., M.H. 

 

Desain Cover: 

Andi Juliandi 

 

Sumber Ilustrasi: 

www.freepik.com  

 

Tata Letak: 

Handarini Rohana  

 

Editor: 

Prof. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum. 

 

ISBN: 

978-634-246-768-8 

 

Cetakan Pertama: 

Juli, 2026 

 

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang 

by Penerbit Widina Media Utama 

 

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 

seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 

 

PENERBIT: 

WIDINA MEDIA UTAMA 

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas 

Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 

 

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025 

Website: www.penerbitwidina.com 

Instagram: @penerbitwidina 

Telepon (022) 87355370 

 

http://www.freepik.com/


 

iii 

KATA PENGANTAR 

 
Penyusunan bagian yang dianggap penting dari materi Hukum Asuransi 
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rujukan pada berbagai perpustakaan lokal, karena materi ini sengaja 

disusun dalam bentuk praktis dan hanya memuat pokok materi, sedangkan 

proses aktualisasinya akan sangat tergantung dari kreativitas mahasiswa, 

merefleksikannya secara jeli dengan masalah-masalah yang relevan dengan 

materi kajian. Dengan demikian kreativitas bukan jawaban final dari suatu 

proses belajar, yang memang (seharusnya) tidak pernah mengenal kata 

akhir. 

Tersajinya serangkaian pembahasan materi kuliah ini berkat adanya 

bantuan (nasehat, bimbingan dan telaah kritis) dari banyak pihak, sehingga 

dengan kerendahan  hati penulis menyampaikan rasa hormat  dan terima 

kasih kepada Prof. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum 

Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan Tim Pengasuh 

Mata Kuliah Hukum Asuransi Fakultas Hukum atas kerja samanya serta 

penerbit Widina Media Utama yang telah membantu menerbitkan buku ini. 

Dengan kesadaran akan berbagai kekurangan, baik teknis maupun 

substansi dalam penulisan Buku ini, maka penulis menerima (bahkan 

mengharapkan) berbagai kritik yang rasional dan objektif untuk perbaikan 

selanjutnya. Semoga keberadaan diktat ini bermanfaat bagi yang membaca. 
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BAB I 
 

 

HUKUM ASURANSI 

 
A. SEJARAH LAHIRNYA ASURANSI 

Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia 

untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi 

atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada 

pihak lain. Di sisi lain asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam 

mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat 

dengan memberikan janji untuk memberikan manfaat kepada pihak yang 

hendak menghindarkan diri dari ancaman risiko yang timbul dari 

ketidakpastian. 

Dari berbagai sumber, diketahui bahwa sejarah awal asuransi sebelum 

memasuki abad pertengahan dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu 

masa Babylonia, Yunani, dan Romawi. Sejarah asuransi yang tertua dapat 

ditelusuri sampai sekitar 4.000 tahun silam dalam bentuk upaya para 

pemilik kapal atau para pedagang bangsa Babylonia yang hidup di antara 

sungai Euphrat dan Tigris yang sekarang termasuk dalam wilayah Irak untuk 

melindungi usaha mereka terhadap ketidakpastian. Pada zaman itu, mereka 

dapat meminjam uang dari pedagang lain yang bertindak sebagai kreditor 

dengan menggunakan kapalnya atau barang dagangan sebagai jaminan. 

Pemilik kapal atau pedagang akan membayar utangnya setelah kapal 

selamat sampai di tujuan beserta sejumlah tambahan biaya kepada kreditor 

yang bertindak sebagai penanggung risiko. Peminjam dibebaskan dari 

utangnya apabila kapal atau barang dagangan tidak selamat sampai di 

tujuan. Tambahan biaya tersebut dapat dianggap sebagai premi. 

Sumber lain menyebutkan bahwa penjaminan dilakukan atas risiko 

perdagangan dengan angkutan darat (caravan). Perjanjian yang 

menggunakan kapal sebagai jaminan pinjaman dan kreditor kehilangan 

uangnya bila kapal hilang dalam pelayaran tersebut dinamakan bottomry. 

Bentuk perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum di bawah Kode 

Hammurabi (sekitar 2,100 sebelum Masehi). Bangsa Phoenicia dan Yunani 



 

 

BAB II 
 

 

PENGATURAN ASURANSI  

KOMERSIAL DI INDONESIA 

 
Sri Soemantri mengemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sejak pembentukannya sudah mempunyai konsep Negara 

Kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.31 

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus melakukan pembangunan di 

segala bidang secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pembangunan 

terdapat berbagai jenis risiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat. 

Sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi risiko dan sekaligus 

merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, usaha 

perasuransian memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan 

kehidupan perekonomian negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan 

umum yang merupakan tujuan pembentukan negara Indonesia. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, negara perlu meningkatkan peranan usaha 

perasuransian dalam pembangunan dan memberikan kesempatan lebih 

luas bagi pihak-pihak yang hendak berusaha dalam bidang perasuransian 

dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung 

jawab sehingga dapat memberikan kontribusi yang penting dalam 

mendorong kegiatan perekonomian nasional. 

Sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat 

yang harus menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip usaha 

yang sehat dan bertanggung jawab, usaha perasuransian merupakan suatu 

bidang usaha yang harus tunduk pengaturan yang dilakukan pemerintah. 

Untuk mempelajari ruang lingkup Hukum Asuransi Indonesia secara 

keseluruhan, asuransi akan dibagi berdasarkan kedudukannya, yaitu 

pertama, asuransi sebagai sebuah perjanjian yang tunduk kepada 

pengaturan perjanjian pada umumnya dan menjadi acuan dalam 

 
31 Sri Soemantri, loc. cit. 



 

 

BAB III 
 

 

PERJANJIAN ASURANSI 

 
A. LAHIRNYA SUATU PERJANJIAN ASURANSI 

Subject atau subject matter diartikan sebagai the matter of concern 

over which something is created.59 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa subjek pada suatu perjanjian adalah hal atau hal-hal yang hendak 

diperjanjikan oleh para pihak. Ketentuan mengenai subjek asuransi 

terdapat pada Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap 

perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau 

untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks asuransi. subjeknya adalah 

perjanjian untuk berbuat sesuatu. Bagi penanggung yaitu janji penanggung 

untuk memberikan penggantian atas kerugian atau kehilangan atau 

tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah. Bagi 

tertanggung, yaitu imbalan berupa pembayaran premi atas pertanggungan 

yang diperolehnya. Dengan demikian, Pasal 1234 KUH Perdata adalah 

mengenai subjek atau pokok masalah yang diperjanjikan, sehingga masing-

masing pihak memberikan sesuatu yang melahirkan perjanjian asuransi atas 

persetujuan para pihak. 

Adapun yang dimaksudkan dengan objek dalam perjanjian asuransi 

adalah prestasi yang dilakukan oleh para pihak, yaitu pemenuhan janji oleh 

penanggung atas klaim yang timbul dan pemenuhan kewajiban untuk 

membayar premi oleh tertanggung. Perlu dibedakan antara objek pada 

perjanjian dengan objek asuransi itu sendiri yang dapat berupa bangunan, 

mesin, persediaan barang, kapal, kendaraan bermotor, biaya perawatan 

kesehatan dan berbagai kepentingan lainnya. 

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, suatu perikatan dapat dilahirkan 

karena persetujuan maupun karena undang-undang. Asuransi komersial 

adalah suatu perjanjian yang lahir karena persetujuan sedangkan asuransi 

sosial lahir karena undang-undang. Ketentuan ini mengandung kekurangan 

 
59 Henry Campbell Black, op. cit., hlm. 1438. 



 

 

BAB IV 
 

 

PRINSIP-PRINSIP ASURANSI 

 
Dalam perjanjian asuransi terdapat tiga prinsip pokok yang terdiri dari 

prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (insurable interest), 

prinsip iktikad baik (utmost good faith) dan prinsip ganti kerugian (principle 

of indemnity). 

 

A. PRINSIP KEPENTINGAN YANG DAPAT DIASURANSIKAN 

(INSURABLE INTEREST)  

Prinsip kepentingan yang diasuransikan mempersyaratkan bahwa 

tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan yang membuatnya 

berhak untuk melakukan perjanjian asuransi atas objek yang diasuransikan. 

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 250 KUH Perdata yang menyatakan bahwa 

penanggung tidaklah wajib memberikan ganti kerugian atas barang yang 

dipertanggungkan apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan 

terhadap barang yang dipertanggungkan. 

Apabila memperhatikan Pasal 250 KUH Dagang, jelas dikatakan bahwa 

kepentingan harus ada pada saat diadakan perjanjian asuransi.83 Akan 

tetapi, menurut pendapat dari Vollmar, Dorhout Mees, Emmy Pangaribuan 

Simandjuntak, pengertian keberadaan kepentingan yang diasuransikan 

pada Pasal 250 KUH Dagang harus diartikan bukan waktu perjanjian 

asuransi diadakan, melainkan pada waktu kerugian terjadi. 84  Penulis 

sependapat dengan Man S. Sastrawidjaja bahwa walaupun polis asuransi 

tidak ada artinya secara manfaat finansial sampai timbulnya klaim yang 

merupakan saat tertanggung harus membuktikan kepemilikannya, 

tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung perubahan-

perubahan yang timbul termasuk penggantian kepemilikan sesuai dengan 

 
83 Man S. Sastrawidjaja, op. cit., hlm. 68. 132 lbid. 
84 lbid. 



 

 

BAB V 
 

 

TUJUAN DAN FUNGSI ASURANSI 

 
A. LANDASAN TUJUAN DAN FUNGSI ORGANISASI  

Cakupan yang luas diperlukan sebagai landasan hukum untuk 

mengatasi dan mengantisipasi perkembangan perekonomian di Indonesia. 

Pengaruh perkembangan perdagangan internasional, perluasan hubungan 

antarnegara dan tren perdagangan internasional yang membuat hubungan 

antarnegara menjadi seolah-olah tanpa batas dapat melahirkan risiko-risiko 

yang dapat menjadi objek asuransi. 

Landasan tujuan dan fungsi asuransi dapat ditemukan pada konsideran 

Undang-Undang Bisnis Asuransi yang mengatakan bahwa usaha 

perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk 

menanggulangi risiko yang dihadapi masyarakat dan sekaligus sebagai 

lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan 

strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian dalam  upaya 

memajukan kesejahteraan umum. Konsideran tersebut juga mengandung 

tujuan pembuatan undang-undang tersebut yaitu memberikan kesempatan 

yang lebih luas bagi pihak-pihak yang hendak berusaha dalam bidang 

asuransi dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan 

bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan 

perekonomian pada umumnya. 

Konsideran tersebut, sebagai perbandingan, pada dasarnya memiliki 

filsafah yang sama dengan tujuan asuransi di negara Jepang yang 

mengatakan bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan umum atas 

bisnis asuransi, tujuan Hukum Bisnis Asuransi, adalah melindungi 

kepentingan pemegang polis dengan memastikan pengelolaan perusahaan 

asuransi yang sehat dan keseimbangan kegiatan memperoleh bisnis 

asuransi, sehingga memberikan kontribusi atas kestabilan hidup masyarakat 

dan perkembangan yang sehat dari perekonomian nasional.107 Dengan 

 
107 Fact Book 2005-2006, General Insurance in Japan, hlm. 43. 



 

 

 

BAB VI 
 

POLIS 
 

A. PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN POLIS 

Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dan Perjanjian 

Asuransi itu, adalah wajib untuk menandatangani polis, yang ditawarkan 

kepadanya di dalam waktu tertentu dan menyerahkan kembali kepada 

tertanggung. Mengenai waktunya adalah telah ditentukan oleh undang-

undang sendiri. Apabila perjanjian asuransi itu langsung diikat antara 

penanggung sendiri dengan tertanggung atau oleh orang yang diberi 

wewenang untuk itu, maka polis ditandatangani dan diserahkan kembali 

oleh penanggung di dalam waktu 24 jam setelah penawaran (lihat pasal 259 

KUHD). 

Akan tetapi kalau perjanjian asuransi itu diikat dengan perantaraan 

seorang makelar di dalam asuransi, maka waktu di mana polis harus 

ditandatangani dan diserahkan kembali, ialah di dalam waktu 8 hari setelah 

perjanjian asuransi itu diikat (lihat pasal 260 KUHD). Apabila ada kealpaan 

mengenai ketentuan-ketentuan waktu, baik mengenai yang pertama dan 

kedua, maka menurut pasal 261 KUHD penanggung atau makelar untuk 

kepentingan si tertanggung diwajibkan mengganti kerugian yang mungkin 

ditimbulkan kealpaan itu. Biasanya tenggang-tenggang waktu yang 

ditentukan dalam pasal-pasal di atas jarang sekali dianut di dalam praktik. 

Berhubung dengan macam-macam sebab, misalnya persoalan administrasi 

dan masih menunggu keterangan-keterangan yang lebih lanjut diperlukan 

bagi pengisian polis itu, maka polis tersebut baru dapat diselesaikan 

kemudian dalam tenggang yang lebih lama dan 24 jam dan 8 hari. Itu 

berarti juga bahwa penyerahan polis itu pun kepada tertanggung adalah 

lebih lama lagi. 

Polis sebagai alat bukti juga mempunyai tempat tertentu atau khusus. 

Nyatanya polis itu di dalam bidang pembuktian perjanjian asuransi 

bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti. Aturan undang-undang 



 

 

 

BAB VII 
 

 

PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI 

 
Menurut Pasal 23 PP No. 73 Tahun 1992 yang terkait dengan 

penyelesaian klaim sebagai berikut: 

(1) Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan 

tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran 

klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang 

dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. 

(2) Tertanggung dalam melakukan pengurusan penyelesaian klaim dapat 

menunjuk pihak lain termasuk perusahaan pialang asuransi yang 

dipergunakan jasanya oleh tertanggung dalam penutupan asuransi yang 

bersangkutan. Istilah "pihak lain" dalam ketentuan ini dapat menjadi 

dasar hukum yang memungkinkan tertanggung untuk menunjuk siapa 

pun untuk keperluan pengurusan klaim yang dihadapinya, tidak 

terbatas pada perusahaan penunjang usaha perasuransian saja. Dalam 

pengertian tersebut berarti bahwa pengurusan klaim bukan termasuk 

dalam bidang usaha yang hanya dapat diselenggarakan oleh 

perusahaan perasuransian yang mendapat izin dari Menteri. 

Bandingkan dengan pembatasan dalam lingkup usahanya, sehingga 

pialang asuransi tidak dapat bertindak sebagai wakil tertanggung atas 

kasus yang penutupan asuransinya tidak diperantarainya. 

(3) Perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau 

pembatasan termasuk pengurangan, pembatasan dan pembebasan 

kewajiban penanggung harus dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah 

diketahui keberadaannya (Pasal 11 Undang-Undang Bisnis Asuransi). 
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